
 

 

 

 

 

BUPATI BANGKA BARAT 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT 

NOMOR 82 TAHUN 2022 

TENTANG 

PANDUAN PENGGUNAAN  

APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

KABUPATEN BANGKA BARAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANGKA BARAT, 

Menimbang :  a. bahwa untuk memperoleh data yang berkualitas, akurat dan 

mutakhir sebagai bahan untuk perencanaan, penganggaran, 

pemantauan dan mengevaluasi berbagai kebijakan dan program 

penanganan masalah sosial di Kabupaten Bangka Barat, perlu 

dilakukan pendataan dan pengelolaan data dengan prinsip 

modern dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Sistem 

Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan 

Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4033); 

   2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4268); 



   3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4967); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

   5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5235); 

   6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

   7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

   8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5294); 

   9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan 

Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5449); 

   10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5449); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 



  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan 

Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

288); 

  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567); 

  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Sosial di Daerah Provinsi dan di Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567); 

  15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem 

Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin 

dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1062); 

  16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789); 

  17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja 

Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 866); 

  18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578); 

   19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 

2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 

Nomor 2 Seri D); 

   20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 seri E); 

    



  MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI 

SISTEM INFORMASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN 

SOSIALKABUPATEN BANGKA BARAT. 

   
 BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

 Pasal 1 

 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat. 

 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 

 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka 

Barat. 

 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bangka Barat. 

 6. Operator Desa/Kelurahan adalah Pekerja Sosial Masyarakat di 

wilayah desa/kelurahan Kabupaten Bangka Barat. 

 7. Supervisor Kabupaten Bangka Barat adalah orang yang diberikan 

kewenanganan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja 

Operator Desa/Kelurahan dan berasal dari unsur aparatur sipil 

negara dan non aparatur sipil negara Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat. 

 8. Sistem Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang 

selanjutnya disingkat SIPERKASA adalah sistem Informasi 

pendataan dan pengelolaan data dengan prinsip modern dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. 

 9. Verifikasi dan Validasi Data secara dinamis adalah proses 

kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk 

menetapkan kesahihan data secara terus menerus. 

 10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 

disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, 

atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidup baik 

jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. 



 11. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang 

selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang 

mendukung proses Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan 

sosial. 

  

 BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

  

 Pasal 2 

 Maksud disusun Peraturan Bupati ini adalah mendukung 

pelaksanaan verifikasi dan validasi data pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial secara lengkap, dinamis dan berkala yang 

terintegrasi dengan SIKS-Ng. 

  
 Pasal 3 

 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

 a.  memperoleh data yang berkualitas, akurat dan mutakhir sebagai 

bahan untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan dan 

mengevaluasi berbagai kebijakan dan program penanganan 

masalah sosial; dan 

 b.  mendorong penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatan pelayanan sosial 

kepada masyarakat. 

  

 BAB III 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERLU 

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BANGKA BARAT 

  

 Pasal 4 

 Peraturan Bupati ini mengatur tentang Panduan Penggunaan Aplikasi 

Sistem Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi 

Operator Desa/Kelurahan dan Supervisor Kabupaten Bangka Barat. 

  

 Pasal 5 

 (1) Panduan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

digunakan sebagai pedoman bagi operator desa/kelurahan dan 

supervisor kabupaten dalam menggunakan fitur-fitur sesuai 

fungsinya. 

 (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 

  

  



 BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

  
 Pasal 6 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Barat. 

   

 Ditetapkan di Muntok 

 pada tanggal 24 Agustus 2022 

 BUPATI BANGKA BARAT, 

  

  

 H. SUKIRMAN 

  

Diundangkan di Muntok  

pada tanggal 24 Agustus2022  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANGKA BARAT, 

  

  

MUHAMMAD SOLEH  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 63 SERI E 

 


